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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI PASURUAN,

bahwa setiap Daerah mempunyai prioritas urusan
pemerintahan dan kelembagaan yang sesuai dengan
karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya dengan
mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan
wilayah, beban kerja dan kemampuan keuangan Daerah;
bahwa dalam rangka mewujudkan kelembagaan
Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat struktur dan
tepat fungsi serta memperhatikan pula intensitas urusan

‘pemerintahan dan potensi Daerah berdasarkan

pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang
jelas, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah de ngan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu
diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan dan kondisi Daerah;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 212 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka
perlu  menetapkan  Peraturan Daerah  tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;










Pasal 2

Dalam pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;

efisiensi;

efektivitas;

pembagian habis tugas;

rentang kendali;

tata kerja yang jelas; dan

fleksibilitas.
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Pasal 3

(1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk
memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap
pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

(2) Tyjuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah agar
terwujudnya:

a. pembentukan dan susunan Perangkat Daerah yang tepat fungsi
dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan

b. terlaksananya integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
kelembagaan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
pembentukan Perangkat Daerah;

susunan dan tipelogi Perangkat Daerah;

pembentukan unit pelaksana teknis;

staf ahli;

kepegawaian; dan
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pendanaan.

BAB II
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan dan dibentuk Perangkat
Daerah.

Pasal 6

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal S terdiri atas:
a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;

























Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 17 Juli 2025
BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 17 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 3
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II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Kabupaten Pasuruan merupakan daerah yang terus berkembang dengan
berbagai potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kegiatan ekonomi
yang dinamis. Maka, untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta optimalisasi
pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Pemerintah Daerah, perlu dilakukan
penyesuaian terkait kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat
struktur dan tepat fungsi dengan memperhatikan intensitas urusan Pemerintah
dan potensi Daerah berdasarkan pembagian habis tugas, rentang kendali, dan tata
kerja yang jelas.

Dalam rangka mewujudkan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif,
efisien, tepat struktur dan tepat fungsi serta memperhatikan pula intensitas
urusan pemerintahan dan potensi Daerah pembagian habis tugas, rentang kendali,
tata kerja yang jelas berdasarkan dinamika peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan dan kondisi daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.

13




Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
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